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 Penegakan hukum merupakan suatu upaya yang bertujuan menciptakan 

keteraturan, keamanan, dan kedamaian dalam masyarakat, baik melalui langkah-

langkah pencegahan, upaya pemberantasan, maupun tindakan penegakan setelah 

terjadi pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan salah satu fondasi utama 

dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam suatu masyarakat. Penyidik adalah 

salah satu aparat penegakkan hukum. Penyidikan adalah proses pengumpulan barang 

bukti dari suatu perkara pidana. Proses penyidikan oleh penyidik menjadi tahap kritis 

dalam penegakan hukum, di mana barang bukti menjadi elemen krusial dalam 

membangun kasus. Dalam pasal 7 ayat (1) huruf d, penyidik memiliki wewenang 

untuk  melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. 

Banyaknya aturan tentang penyitaan oleh penyidik memberi petunjuk adanya usaha 

dari pembentuk Undang-undang untuk membatasi tindakan penyitaan. Dengan adanya 

kekuatan dalam hal melakukan suatu tindakan dengan kewenangan, sering banyak 

kita jumpai para penyandang jabatan untuk melakukan segala upaya-upaya kejahatan, 

karena adanya suatu kesempatan yang mendukung sehingga timbul niat untuk 

melakukan suatu tindakan yang menyeleweng dari aturan yang ada. 

 

 Pelaksanaan penegakan hukum, khususnya dalam sistem peradilan pidana di 

Indonesia, tergantung pada kesesuaian proses peradilan yang benar dan sesuai dengan 

prosedur, yang menjadi faktor penentu keberhasilannya. Pembuka jalan dalam proses 

peradilan pidana adalah ditemukannya bukti-bukti. Barang Bukti memiliki peran yang 

sangat signifikan dalam proses peradilan, karena dalam menguatkan keyakinan Hakim 

saat melakukan pemeriksaan dan mengadili suatu perkara. Barang bukti tidak diatur 

secara eksplisit dalam Pasal 183 KUHAP atau dalam pasal khusus di KUHAP sebagai 

persyaratan pembuktian. Penyidik bertanggung jawab untuk mengumpulkan bukti 

guna memberikan kejelasan terhadap suatu tindak pidana yang terjadi. Barang bukti 

merupakan objek yang ditemukan yang perlu dikelola dengan rapi untuk mendukung 

proses penyidikan atas tindak pidana tersebut. Barang bukti yang tanggung jawab dan 

kewenangan yuridisnya berada pada penyidik maka barang bukti tersebut disebut 

barang bukti penyidikan, selama barang bukti berada dalam status penyidikan, 

penyidik berwenang dan bertanggung jawab melakukan tindakantindakan 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 46 KUHAP 
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 Seperti kasus hilangnya barang bukti yang terjadi beberapa tahun yang lalu, 

ada oknum polisi yang menghilangkan barang bukti tersangka pengedar narkoba di 

Bali , dan juga oknum polisi yang menyobek buku merah catatan keuangan 

perusahaan CV Sumber Laut Perkasa dan menghapus beberapa catatan di buku 

tersebut dengan tip ex dalam kasus suap Basuki Hariman. Dalam kedua kasus di atas, 

integritas penyidikan dan keamanan barang bukti sangat penting untuk menjaga 

kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketidakpastian hukum terkait 

dengan tanggung jawab penyidik atas barang bukti yang hilang menciptakan 

kekosongan normatif yang memerlukan perhatian serius. Pertanyaan-pertanyaan 

tentang siapa yang bertanggung jawab, apakah kehilangan tersebut disengaja atau 

tidak, dan bagaimana sistem hukum menanggapi kasus semacam itu menjadi bagian 

integral dari pembahasan dalam konteks penelitian ini. 

 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

terkait dengan kewenangan penyidik. Untuk menganalisis isu hukumnya, penulis 

menggunakan bahan hukum primer, sekunder maupun bahan hukum tersier, yang 

teknik pengumpulannya melalui studi pustaka. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab penyidik 

terhadap barang bukti yang disengajakan atau tidak sengaja hilang. Metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian 

yang digunakan adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian berupa kekaburan 

hukum pada pasal 7 ayat (1) huruf d. Pendekatan Perundang-undangan ialah 

pendekatan yang dilaksanakan dengan cara menelaah berbagai macam Perundang-

undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang penulis angkat. 

 

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis adalah: Pertama barang bukti 

yang telah dipegang oleh penyidik akan diamankan dan harus disimpan untuk 

keperluan dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan 

di sidang pengadilan. Kedua, pengaturan terkait dari penghilangan barang bukti 

masih belum tertuang dengan jelas dalam suatu peraturan atau perundang-undangan, 

namun dapat dikaitkan dengan sanksi dari penyelewengan wewenang penyidik, 

sehingga dapat dijatuhi hukuman yang bervariasi, mulai dari hukuman ringan sampai 

pada hukuman berat. 

 

Kata Kunci: Barang Bukti, Penyidik, Tanggung Jawab.  
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